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Musdes Jati Baru Astambul, Kades Tak Bisa Pertanggungjawabkan Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2023? 

 

Musyawarah Desa di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. (Foto: 

Koranbanjar.net) 

Sumber gambar : 

https://i0.wp.com/koranbanjar.net/wp-content/uploads/2024/03/jati-

baru1.jpeg?w=1108&ssl=1 

 

Musyawarah Desa di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada Rabu, 

(21/3/2023) berlangsung cukup panas. Dalam forum musdes tersebut, warga 

mempertanyakan banyak hal kepada Kepala Desa Jati Baru Aspuri. Salah satunya, warga 

meminta pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2023, seperti bukti-bukti 

penggunaan dana desa. Namun dalam forum itu, Kades Jati Baru Aspuri tidak bisa 

menjawab, dan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti penggunaan dana desa tahun 2023. Hal 

ini mengundang tanda tanya warga setempat? 

Dalam forum musyawarah desa (Musdes) di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul pada 

Rabu, (21/3/2024), seorang warga bertanya kepada Kades Aspuri tentang bukti-bukti 

penggunaan dana desa tahun 2023, seperti laporan, kuitansi-kuitansi atau nota-nota 

pembelian barang yang menggunakan dana desa. 

https://i0.wp.com/koranbanjar.net/wp-content/uploads/2024/03/jati-baru1.jpeg?w=1108&ssl=1
https://i0.wp.com/koranbanjar.net/wp-content/uploads/2024/03/jati-baru1.jpeg?w=1108&ssl=1
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“Kami menanyakan pertanggungjawaban Pambakal dalam menggunakan dana desa tahun 

2023, seperti bukti nota-nota penggunaan dana desa,” ungkap warga di tengah forum. 

Dalam forum yang sama warga juga mempertanyakan anggaran program bedah rumah di 

desa tersebut. Diduga alokasi yang direalisasikan tidak sesuai dengan anggaran yang 

diperoleh dari pemerintah pusat. 

Warga menanyakan nota-nota pembelian barang, karena barang atau bahan yang datang 

diduga tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). 

Di tempat yang sama, kalangan ibu-ibu juga mempertanyakan program bantuan beras yang 

sudah beberapa kali ini turun, sementara  mereka mengaku tidak pernah mendapatkan lagi. 

Padahal sebelum nya mereka dapat bantuan, bahkan nama-nama mereka masih tercantum 

dalam database penerima. 

Sementara itu, seorang warga setempat yang turut berhadir, Syamsul ketika dimintai 

pernyataan, dia membenarkan adanya pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan warga 

setempat pada forum itu. Seperti tentang permintaan nota-nota penggunaan dana desa tahun 

2023, soal bantuan beras, program bedah rumah maupun lainnya. 

“Memang benar, warga menanyakan semua itu,” ucap Syamsul. 

Sementara, salah seorang Perangkat Desa mengakui bahwa dirinya yang membuat RAB 

sesuai dengan arahan senilai Rp20 juta. Namun setelah anggaran untuk program RST 

(Rumah Sejahtera Terpadu) itu turun, dia tidak ikut lagi dalam pelaksanaan di lapangan. 

“Program itu sudah memiliki pendamping, jadi terkait nota laporan dan lainnya saya tidak 

tahu-menahu,” jelas Perangkat Desa itu. 

Di tempat yang sama, Kepala Desa Jati Baru Aspuri dalam Musdes menjelaskan soal bantuan 

beras itu dilaksanakan sudah sesuai hasil musyawarah dan kesepakatan dengan unsur RT dan 

Kepala Lingkungan serta Badan Perwakilan Desa (BPD). 

“Nanti persoalan beras ini kita musyawarahkan kembali, karena saya tidak bisa memutuskan. 

Sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama berita acara yang bertanda tangan,” ucap 

Aspuri. 

Lebih lanjut dikatakan, program tahun 2023 itu sudah selesai, dan sudah ada yang menangani 

dari PKH atau Sosial. 

Terkait nota-nota serta laporan penggunaan dana desa tahun 2023, Kades Aspuri mengaku 

tidak tahu. 

“Kalau soal itu saya tidak tahu. Karena untuk nota-nota dan laporan, urusannya dengan 

pendamping. Kalau waktu beli bahan memang saya ada, karena waktu itu sesuai kesepakatan, 

dana saya yang megang,” bebernya. 

Kemudian, lanjutnya, dia keluarkan sesuai permintaan pendamping hingga habis. 

“Saya ini baru jadi Kepala Desa, jadi saya belum paham, benar-benar tidak tahu,” tutupnya. 

Acara musdes dihadiri sejumlah tokoh masyarakat. Dari BPD Jati Baru, Pendamping Desa, 

perwakilan dari Kecamatan, Babinsa serta Bhabinkamtibmas. 
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Dalam rangka pra pelaksana kegiatan pembangunan desa tahun 2024, Pemerintah Desa Jati 

Baru dalam tahap 1 penggunaan alokasi dana desa akan melaksanakan program 

pembangunan desa senilai Rp180 juta.  

 

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa  

Musyawarah Desa di Desa Jati Baru, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada Rabu, 

(21/3/2023) berlangsung cukup panas. Dalam forum musdes tersebut, warga 

mempertanyakan banyak hal kepada Kepala Desa Jati Baru Aspuri. Salah satunya, warga 

meminta pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2023, seperti bukti-bukti 

penggunaan desa. Namun dalam forum itu, Kades Jati Baru Aspuri tidak bisa menjawab, dan 

tidak bisa menunjukkan bukti-bukti penggunaan dana desa tahun 2023. Hal ini mengundang 

tanda tanya warga setempat? 

ASTAMBUL, koranbanjar.net – Dalam forum musyawarah desa (Musdes) di Desa Jati Baru, 

Kecamatan Astambul pada Rabu, (21/3/2024), seorang warga bertanya kepada Kades Aspuri 

tentang bukti-bukti penggunaan dana desa tahun 2023, seperti laporan, kuitansi-kuitansi atau 

nota-nota pembelian barang yang menggunakan dana desa. 

“Kami menanyakan pertanggungjawaban Pembakal dalam menggunakan dana desa tahun 

2023, seperti bukti nota-nota penggunaan dana desa,” ungkap warga di tengah forum. 

 

Sumber berita 

1. https://koranbanjar.net/musdes-jati-baru-astambul-kades-tak-bisa-

pertanggungjawabkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2023/ 

2. https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/138363/musdes-jati-baru-astambul-

kades-tak-bisa-pertanggungjawabkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2023 

 

Catatan : 

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara1 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 20232. 

 

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa 

 
1 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016 
2 https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf 

https://koranbanjar.net/musdes-jati-baru-astambul-kades-tak-bisa-pertanggungjawabkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2023/
https://koranbanjar.net/musdes-jati-baru-astambul-kades-tak-bisa-pertanggungjawabkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2023/
https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/138363/musdes-jati-baru-astambul-kades-tak-bisa-pertanggungjawabkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2023
https://www.beritasatu.com/network/koranbanjar/138363/musdes-jati-baru-astambul-kades-tak-bisa-pertanggungjawabkan-penggunaan-dana-desa-tahun-2023
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf
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1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  Pasal 1 ayat (1) Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat; dan 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

 

Penggunaan Dana Desa  

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;  
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan 

Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa; 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:  

a. pemenuhan kebutuhan dasar;  

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;  

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan  

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 


